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ABSTRAK 

DWIQI MONSYIR R KOBISNIM : H.11.16.003 EFEKTIVITAS 

PEMBINAAN ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI LEMBAGA 

PEMBINAAN KHUSUS ANAK GORONTALO Hijrah Lahaling dan Suardi 

rais 

Tujuan penelitian ini untuk (1). Mengetahui  Efektivitas  Pembinaan  Anak  

Berhadapan  Dengan  Hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Gorontalo (2). 

Mengetahui  faktor  penghambat  Pembinaan  Anak  Berhadapan  Dengan  Hukum 

di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kota Gorontalo 

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian 

empiris atau biasa juga dikenal dengan jenis penelitian Non Doktrinal yaitu 

pendekatan dari segi fakta peristiwa hukum yang terjadi ditengah tengah 

masyarakat, tipe penelitian selalu megedepanan fakta dan realita. 

Hasil penelitian ini menujukkan bahwa : (1). Berdasarkan hasil penelitian 

yang ditemukan dilapangan mengenaia Efektivitas Pembinaan anak di Lembaga 

Pembinaan Khusus Anak Gorontalo telah ditemukan dua yaitu mengenai teknis 

Pelaksanaan Pembinaan Anak yang seharusnya sesuai dengan mandat undang-

undang dan kebutuhan anak serta tahapan Pembinaan Pendidikan Anak harus 

dipenuhi karena hal ini akan membentuk pola dan karakter anak apabila telah 

selesai dalam menjalani masa tahapan narapaidana anak kedepanya (2). Mengenai 

Faktor Penghambat dalam pembinaan anak Lembaga Pembinaan Khusus Anak 

Gorontalo telah ditemukan beberapa faktor seperti Sarana Dan Prasarana yang 

masih belum memadai serta upaya Pemberdayaan Anak Belum Dilakukan 

Sepenuhya karena masih minimnya ilmu pengetahuan anak dan hasil yang 

dihasilkan masih belum memadai. 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut direkomendasikan : (1). Sebagai saran 

dalam penelitian ini sebaiknya lapas anak harus betul-betul sesuai dengan 

kebutuhan anak yang memadai dan bisa dianggap sebagai lingkungan yang ramah 

bagi anak sehingga terlepas dari beban pemikiran sebagai terpidana (2). Sebagai 

saran bagi pemerintah daerah maupun pemerintah pusat dalam rangka pembinaan 

anak narapidana perlu ditngkatkan sumber daya manusia yang memberikan 

pelatihan dan pendidikan.  

 

Kata Kunci : Efektivitas, Pembinaan, Anak, Berhadapan, Hukum
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 
Anak adalah anugrah dari allah swt, maka dari itu anak harus 

mendapatkan bimbingan dan perlindugan secara lebih bagi  kedua  orang tua, 

asyarakat dan negara khsusnya. Dalam kehidupan sekarang ini anak dapat 

tumbuh dan berkembang dengan cara yang baik serta dapat pula tumbuh dan 

berkembang dalam keadaan dengan cara yang paling buruk, semuanya 

tergantung dari pola dan tata cara dalam memberikan  perlindugan dan 

pendidikan bagi anak. Pada proses pertumbuhanya tekadang anak berusaha 

mencari jati dirinya sendiri sehingga anak mudah melakukan penyimpangan 

hal ini dinggap sebagai pola yang tidak teratur karena tanpa adanya 

bimbingan  yang  jelas  dari  orang-orang  terdekat  bagi anak tersebut.1 

Dengan majunya perkembagan zaman  saat  ini  merupakan  salah  

satu tantangan yang paling berat bagi orang tua, masyarakat dan negara 

dalam memberikan pendidikan dan perlindugan bagi anak, karena saat 

sekarang ini anak sangat mudah mengakses semua sumber pengetahuan 

secara menyeluruh melalui tekhnologi yang ada oleh karena itu arus 

globalisasi merupakan hal yang penting dalam menentukan apakah anak 

 

 
 

1 https://media.neliti.com/media/publications/123302-ID-efektivitas-pembinaan-narapidana-anak- 

di.pdf diakses pada hari kamis 17 oktober 2019 pukul 12.57 wit 

 

 

 

1 

1 

https://media.neliti.com/media/publications/123302-ID-efektivitas-pembinaan-narapidana-anak-di.pdf
https://media.neliti.com/media/publications/123302-ID-efektivitas-pembinaan-narapidana-anak-di.pdf
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dapat berperilaku baik atau berperilaku  menyimpang,  terkadang  anak  

lebih mudah megakses cara atau pola gaya hidup  menggunakan 

kecanggihan tekhnologi yang ada. 

Dijaman sekarang ini begitu banyak anak  yang  melakukan  

perbuatan menyimpang dan dianggap sebagai perbuatan pidana sehingga 

harus mendapatkan pola pembinaan pada lapas guna mengembalikan 

kembali jati diri anak sebagai  anak  yang  baik,  tercatat  bahwa  pada  

kurun beberapa tahun terakhir dimulai dari tahun 

Tabel :1 jumlah anak berhadapan dengan hukum2 

 

No Tahun Jumlah anak yang berhadapan 

dengan hukum diindonesia 

1 Tahun 2012 3.657 anak 

2 Tahun 2013 3.466 anak 

3 Tahun 2014 2.643 anak 

4 Tahun 2015 1.824 anak 

Sumber : https://media.neliti.com/media/publications/123302-ID- 

efektivitas-pembinaan-narapidana-anak-di.pdf diakses pada hari kamis 17 

oktober 2019 pukul 12.57 wit 

Data diatas menujukkan data anak yag berhadapan dengan hukum 

pada umunya diseluruh indonesia begitu besar selama kurun waktu empat 

(4) tahun terdapat 11.590 anak yang berhadapan dengan hukum 

diindonesia. 

 

 

 

 

2 https://media.neliti.com/media/publications/123302-ID-efektivitas-pembinaan-narapidana-anak- 

di.pdf diakses pada hari kamis 17 oktober 2019 pukul 12.57 wit 

https://media.neliti.com/media/publications/123302-ID-efektivitas-pembinaan-narapidana-anak-di.pdf
https://media.neliti.com/media/publications/123302-ID-efektivitas-pembinaan-narapidana-anak-di.pdf
https://media.neliti.com/media/publications/123302-ID-efektivitas-pembinaan-narapidana-anak-di.pdf
https://media.neliti.com/media/publications/123302-ID-efektivitas-pembinaan-narapidana-anak-di.pdf
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Anak berhadapan dengan hukum adalah anak yang masih dibawah 

umur maka dari itu masih  dibutuhkan  pengawasasn  serta  bimbingan  

oleah kedua orang tua menrut pandagan Harry E Allen And Clifford E 

Simmosen memberikan pendapat bahwa ada dua (2) ketegori  anak 

dianggap sebagai anak yang berhadapan dengan hukum yaitu:3 

1. Status Offence yaitu perilaku anak yang  dianggap  bukan  

merupakan kejahatan dan dianggap biasa oleh  orang  dewasa,  

dalam hal ini anak tidak mau menurut, anak mudah bolos sekolah 

dan meninggalkan rumah. 

2. Juvenile Deliquence yaitu perilaku anak yang dianggap kejahatan 

oleh orang dewasa dan merupakan pelanggran hukum 

Pendapat pertama (Status Offence) diatas telah menujukkan bahwa 

adanya penyimpangan yang dilakukan oleh anak merupakan adalah  hal 

yang biasa saja dan merupakan  kegiatan  yang  dianggap  tidak  dapat  

diberi hukuman, sedangkan pendapat kedua (Juvenile Deliquence) 

memberikan gambaran bahwa anak yang  berhadapan  dengan  hukum  

dapat dikategorikan sebuah perilaku yang dilakukan oleh anak dianggap 

sama dengan perilaku yang dilakukan  oleh  orang  dewasa  dan 

implikasinya sama sehingga dapat dipidana dan merupakan perbuatan 

hukum. 

 

 

 
 

3 Harry E. Allen and Clifford E. Simmonsen dalam Purniati, Mamik, Sri Supatmi, dan Ni Made 

Martini Tinduk, 2003, Correction in America An Introduction, Analisa Situasi Sistem Peradilan 

Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia, Jakarta, UNICEF, hlm.2 
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Sedangkan dalam undang-undang sitem peradilan pidana anak 

memberikan gambaran bahwa apabila anak berhadapan dengan hukum 

maka ada beberapa macama pemidanaan  yang  akan  diberikan  

berdasarkan kategori perbuatan anak yaitu: 

“Pasal 71 ayat (1) 

 

a. Pidana peringatan 

 

b. Pidana dengan syarat 

 

1. Pembinaan diluar lembaga 

 

2. Pelayanan masyarakat 

 

3. Pengawasan 

 

c. Pelatihan kerja 

 

d. Pembinaan dalam lembaga 

 

e. Penjara”4 

 
Khususnya dalam sistem peradilan pidana anak tidak menujukkan 

sebuah ancaman pidana mati sedangkan pidana dewasa telah menujukkan 

sistem pidana mati adapun yang menjadi jalan terakhir bagi anak yang 

berhadapan dengan hukum adalah  sebuah  pidana  penjara,  itupun  

dianggap sebagai pidana paling terakhir yang diberikan kepada anak. 

Berdasarkan sistem peradilan pidana anak sekarang ini untuk 

mengembalikan jati diri anak paling banyak jalan yang ditempuh oleh 

penegak hukum adalah pola Pembinaan anak didalam lapas maupun 

 

 
 

4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (“UU SPPA”) 
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diluar lapas yang dianggap kredibel oleh pemerintah, hal ini dikarekan 

adanya hak-hak anak yang maih dianggap perlu untuk dibina dan 

ditumbuhkan agar anak tersebut kembali kejalan yang benar  guna  

mencapai jati diri anak. 

Dalam pola pembinaan anak didalam lapas yang digunakan adalah 

pola perlindugan hukum bagi  anak  yang  memang  pada  proses 

peradilanya harus megikuti pola peradilan tujuan dari pada  sistem  

peradilan pidana anak yang tujuannya  untuk  meberikan  perlindugan 

hukum bagi anak, namun hal ini tidak  telepas  dari  tujuan  yang  

sebenarnya adalah untuk memberikan kesejahteraan bagi anak untuk 

menjalani hidup sebagai generasi penerus bangsa. 

Berdasarkan penjelasan diatas apabila kita melihat data mengenai  

anak yang berhadapan dengan hukum yang  diputus  oleh  Pengadilan 

Negeri Gorontalo tahun 2016 sampai tahun 2107 yaitu : 

 

No TAHUN 

 2016 2017 Jumah Keterangan 

1 30 orang 

anak 

14 orang 

anak 

44 orang anak Anak sebagai 

Pelaku tindak 

pidana 

2 18 orang 

anak 

11 orang 

anak 

29 orang anak Anak sebagai 

korban tindak 

pidana 

3 2 orang 

anak 

2 orang 

anak 

4 orang anak Anak sebagai 

saksi 
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Sumber data: Pengadilan Negeri  Gorontalo5  data  diambil  dan 

diolah 

Apabila kita melihat anak  yang  berhadapan  dengan  hukum  

memiliki jumlah 44 orang anak sebagai pelaku  tindak  pidana,  namun  

tidak hanya itu, jumlah anak yang berhadapan dengan hukum sebagai 

korban tindak pidana juga berjumlah 29 orang anak  serta  jumlah  anak 

yang berhadapan dengan hukum sebagai saksi berjumlah 4 orang anak. 

Melihat data diatas menujukkan bahwa masih sangat tinggi tingkat 

pola peradilan bagi anak sehingga mengharuskan dan dianggap penting 

untuk dilakukan penelitian mengenai pembinaan anak yang mana 

pembinaan anak harus sesuai dengan nilai-nilai yang tertanam  dalam  

aturan regulasi anak yang mengharuskan mengedepankan hak-hak anak 

untuk berkembang dan memiliki kebebasasn untuk tumbuh  dan 

berkembang 

Maka dari itu , peneliti mengajukan , penelitian guna memastikan 

proses pembinaan anak telah terlaksana sesuai dengan harapan dan 

kenyataan yang terjadi diLembaga Pembinaan Khusus Anak Gorontalo 

sebagai fungsi pengawasan oleh masyarakat. Sebagaimana , judul caon 

peneliti sebagai berikut “EFEKTIVITAS PEMBINAAN ANAK 

BERHADAPAN DENGAN HUKUM (LEMBAGA PEMBINAAN 

KHUSUS ANAK GORONTALO)” 

 

 

 

 

5 Pengadilan Negeri Gorontalo 
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 1. 2 Rumusan Masalah 

 
1. Bagimanakah Efektivitas Pembinaan Anak Berhadapan Dengan 

Hukum Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kota Gorontalo? 

2. Faktor-faktor apakah yang menghambat Efektivitas Pembinaan Anak 

Berhadapan Dengan Hukum Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kota 

Gorontalo 

 1.3 Tujuan Penelitian 

 
1. Untuk mengetahui Efektivitas Pembinaan Anak Berhadapan Dengan 

Hukum Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kota Gorontalo 

2. Untuk mengetahui faktor penghambat Pembinaan Anak Berhadapan 

Dengan Hukum Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kota Gorontalo 

 1.4 Manfaat Penelitian 

 
Dalam penelitian harus memilki manfaat yang dapat digunakan 

sebagai pedoman dan pembanding dalam  bidang  hukum  pidana kedepanya, 

namun apabila kita melihat dalam  disiplin  ilmu  penelitian yang dimaksud 

dalam manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat untuk keilmuan (secara teori) 

 

, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan 

pengembagan disiplin ilmu hukum pidana kedepanya, sebagaimana 

manfaat secara teori ini dapat  memberikan  pengetahuan  hukum  

pidana anak dalam pembinaan anak bagi semua kalangan 

2. Manfaat secara praktis 
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Dapat meberikan masukan bagi penegak hukum, pemerhati hukum, 

akademisi, praktisi hukum dan khsusnya ,  peneliti  dalam  

pengembagan dan ilmu penegatahuan tentang pidana anak sebagai 

pembinaan anak yang berhadapan dengan hukum 



 

 
 
 
 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Tinjauan Umum Efektivitas Hukum 

 
Peraturan perundang-undangan baik yang tingkatannya lebih rendah 

maupun lebih tinggi bertujuan agar masyarakat maupun aparatur penegak 

hukum dapat melaksanakannya secara konsisten dan tanpa membedakan 

antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya.  Semua  

orang dipandang sama dihadapan  hukum  (equality  before  the  law), 

namun dalam realitasnya peraturan perundang-undangan yang ditetapkan 

tersebut sering dilanggar, sehingga aturan itu tidak berlaku efektif. Tidak 

efektinya undang-undang bisa disebabkan  karena  undang-undangnya  

kabur atau tidak jelas, aparatnya yang tidak kosisten dan atau  

masyarakatnya tidak mendukung pelaksanaan dari  undang-undang  tersebut. 

Apabila undang-undang itu dilaksanakan dengan baik maka undang-undang 

itu dikatakan efektif. Dikatakan efektif karena bunyi undang-undangnya 

jelas, dan  tidak  perlu  penafsiran,  aparatnya menegekan hukums ecara 

konsisten dan masyarakat  terkena  aturan  tersebut 

Istilah teori efektivita shukum berasal dari terjemahan bahasa inggris, 

yaitu effectiviness of legal theory bahasa Belanda disebut effectiviteit van de 

jurisdischetheorie, bahasa jermannya yaitu wirksamkeit der 

rechtlichentheorie 

9 
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Ada tigasuku kata yang terkandung dalam teori efektivitas hukum, 

yaituteori, efektivitas, dan hukum. Didalam kamus besar bahasa indonesia, 

ada dua istilah yang berkaitan dengan efektivitas, yaitu efektif dan 

keefektifan. 

Efektifartinya ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya), 

Manjur atau mujarab, dapa tmembawa hasil, berhasil guna (tentang usaha 

guna, atau tindakan), mulai berlaku (tentang undang-undang, peraturan). 

Kefektifan artinya keadaan berpengaruh, hal berkesan, kemanjuran, 

kemujaraban, keberhasilan (usaha, tindakan) dan mulai berlakunya (undang-

undang-peraturan). Hans Kelsen menyajikan definisi tentang efektivitas 

hukum, efektivitas hukum adalah: 

“orang-orang pada kenyataannya berbuat menurut suatu cara untuk 

menghindari sangsi yang diancamkan oleh norma hukum atau bukan, 

dan apakah sangsi tersebut benar-benar dilaksanakan bila syaratnya 

terpenuhi atau tidak terpenuhi”. 

Konsep efektivitas dalam definisi Hans Kelsen difokuskan pada subjek 

dan sanksi. Subjek yang melaksanakannya, yaitu orang-orang atau badan 

hukum. Orang-orang tersebut harus melaksanakan hukum sesuai dengan 

bunyi norma hukum. Bagi orang-orang yang dikenaisanksihukum, maka 

sanksi hukum benar-benar dilaksanakan atau tidak. 

Anthony Allot mengemukakan tentang efektivitas hukum, bahwa: 

 
“hukum akan menjadi efektifjika tujuan keberadaan dan penerapannya 

dapat mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan dapat 

menghilangkan kekacauan. Hukum yang efektif secara umum dapat 

membuat apa yang dirancang dapat diwujudkan, jika suatu kegagalan, 
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maka kemungkinan terjadi pembetulan secara gampang jika terjadi 

keharusan untuk melaksakan atau menerapkan hukum dalam suasana baru 

yang berbeda, hukum akan menyelesaikannya” 

Konsep Anthony Allot ini difokuskan pada perwujudannya. Hukum 

yang efektif secara umum dapat membuat apa yang dirancang dapat 

diwujudkan dalam kehidupan social kemasyarakatan .Kedua pandangan 

diatas hanya menyajikan tentang konsep efektivitas namun tidak mengkaji 

konsep teori efektivitas hukum. Dengan melakukan sintesis terhadap dua 

pandangan tersebut maka dapat dikemukakan konsep tentang teorie fektivitas 

hukum. 

Teori Efektivitas hukum adalah:“teori yang mengkajidan 

menganalisis tentang keberhasilan, kegagalan dan faktor-faktor yang 

mempengaruhi dalam pelaksanaan dan penerapan hukum”.6 

Ada tigafokus dalam kajian teori ini, yang meliputi: 

 
a. Keberhasilan dalam pelaksanaan hukum. 

 

b. Kegagalan didalam melaksakannya, dan 

 

c. Faktor-faktor yang mempengaruhinya 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 (Salim, HS, dan Erlies Septiana Nurbani, diakses dari http://www.negarahukum.ac.id). 
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 2.2 Tinjauan  Umum  Tindak Pidana 

 

                             2.2.1 Pengertian  Tindak Pidana 

 

Dengan majunya perkembagan zaman saat ini begitu  banyak  para 

ahli hukum memberikan defenisi serta  pengertian  mengenai  tindak  pidana, 

bila melihat pengetian tindak pidana kita dapat  melihat  secara  dasar 

mengenai pengertian hukum pidana seperti yang diungkapkan oleh 

moeljatno mengenai pengertian tindak pidana  adalah  pengertian  dasar  

dari hukum pidana. Mengenai defenisi tindak pidana  moeliatno 

memberikan pengertian bahwa tindak pidana tak lain adalah pengertian 

secara yuridis, dikarenakan beberapa hal yang sama apabila didefinisikan 

akan memunculkan istilah hukum. Namun moeljatno memberikan  

gambaran bahwa pengertian tindak pidana tidak segampang memberikan 

sebuah peristilahan dikarenakan adanya sebuah defensi sanksi serta delic 

yang terjadi7 

Berdasarkan pendapat dari Moeljatno ditas bahwa pengertian tindak 

pidana merupakan sebauh peristilahan secara  yuridis  yang  memuat  

sebuah teori serta memilki keterkaitan antara dasar-dasar pembenaran 

mengenai teori serta tujuan pemidanaan, apabila kita melihat mengenai 

defenisi tindak pidana dalam kamus hukum yang diungkapkan oleh 

moeljatno memberikan gambaran bahwa  tindak  pidana  diambil  dari 

istilah perbuatan jahat atau kejahatan “Starf”  yang  memiliki  arti  hukuman. 

 
 

7  Moeljatno, 1987. Asas-Asas Hukum Pidana. Bina Aksara, Jakarta. Hlm. 37 
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Adapun Djoko Prakoso memberikan gambaran serta defenisi 

mengenai pengertian tindak pidana menurut Djoko Prakoso tindak pidana 

diambil dari istilah secara yuridis yang memilki makna kejahatan atau 

tindak pidana yang mana menurut “perbuatan yang dilarang oleh undang- 

undang dan pelanggarannya dikenakan sanksi” bahkan selain dari 

pengertian secara yurdis defenisi lain yang diungkapkan oleh Djoko  

Prakoso seara kriminologis pengertian kejahatan  atau  biasa  disebut  

dengan istilah tindak pidana yaitu sebuah perbuatan yang dianggap 

melanggar norma yang senantiasa berlaku ditengah-tengah  masyarakat  

serta mendapatkan anggapan yang bermuatan negatif  oleh  masyarakat  

pada umunyayang biasnaya disebut dengan istilah abnormal8 

Selain itu Pompe dan hamel juga memberikan defenisi secara kritis 

mengenai tindak pidana menurt pandagan kedua ahli hukum  tersebut  

bahwa dalam penggunaan istilah tindak pidana dimana pembentuk undang-

undang telah mengganti istilah tindak pidana menjadi “Strafbaarfeit” 

sebagaimana yang tertuang dalam kitab undang-undang hukum pidana 

sehingga muncullah bebbagai macam doktrin mengenai istilah tindak pidana 

seperti yang diaungkapkan oleh Van Hamel yaitu: “Strafbaarfeit” 

merupakan sebuah istilah yang menuju keperilaku orang sebagimana dalam 

rumusan yang  dikenal  dengan  istilah  “wet”  yaitu  sifat melawan hukum 

yang mana seharusnya diberikan ganjaran berupa 

 

 
 

8 Djoko Prakoso dan Agus Imunarso, 2007. Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam 

Konteks KUHAP.Bina Aksara, Jakarta. Hlm 137 
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sanksi pidana akibat suatu kesalahan yang dilakukanya 9 Sedangkan 

pendapat yang diungkapkan oleh pompe mengenai istilah tindak pidana 

pompe juga menggunakan istilah “Strafbaarfeit” namun pompe lebih 

menititberakkan pada sebuah perilaku yang sengaja maupun  tidak  

disengaja melanggar norma yang dilakukan oleh pelaku.10 

Apabila kita kembali merumuskan istilah tindak pidana tidak  lupa 

juga kita akan mengenal istilah “hukuman” sebagaimana dampak atau 

implikasi dari perbuatan tindak  pidana  yang  dibahas  diatas,  hukuman 

juga didefinisikan dari bebagai kalangan ahli hukum pidana sebagaimana 

yang telah diungkapkan oleh Moeljatno bahwa hukuman adalah  istilah  

yang diambil dari asal katanya “Straf” yang memiliki  arti  “dihukum”  

yang asal katanya diambil dari bahasa  konvensional  dikenal  dengan  

istilah “Wordlt Gestraft” namun disini Moeljatno memberikan gambaran 

bahwa adanya ketidak sesuaian antara pengertian hukuman yang dikenal 

dengan istilah konvensional tadinya, makanya Moeljatno tidak setuju 

dengan istilah tersebut Moeljatno lebih memilih  istilah  yang 

inkonvensional yang mana menggunakan istilah “pidana” guna mengganti 

kata-kata “Wordlt Gestraft” menurut Moeljatno jika istilah tindak pidana 

adalah “starf” berati istilah hukuman seharusnya adalah “starfrecht”11 

Sudarto juga memberikan defenisi mengenai hukuman sebagimana 

yang diungkpakan oleh sudarto bahwa “penghukuman” daimbil dari kata 

 

9 Moeljatno, 1987. Op. Cit., hlm. 38 
10 Lamintang, 1984. Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia. Sinar Baru. Bandung. hlm. 173-174. 
11 Muladidan Barda Nawawi Arief, 2005. Teori -teori dan Kebijakan Hukum Pidana. Alumni, 

Bandung. hlm. 1. 
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“hukum” oleh karna itu dapat dikategorikan sebagai istilah “menetapkan 

hukum” atau “memutuskan hukum” yang dikenal dengan  istilah  (berechten) 

yang arti penetapan hukuman bagi pelaku tindak pidana dan juga bagi 

hukum perdata.12 

Istilah hukum pidana juga diungkapkan oleh Sudarto bahwa pidana 

adalah sebuah penderitaan yang diberikan kepada orang yang dianggap 

melakukan perbuatan pidana serta melanggara  syarat-syarat  tertentu, 

namun juga Roeslan Saleh juga memberikan gambaran mengenai 

pendapatnya tentang hukum pidana dimana pidana adalah bentuk reaksi  

atas Delic yang berupa sanksi atau siksaan yang diberikan kepada orang 

yang melakukan perbuatan pidana13 

Didalam bukunya muladi mengungkapkan bahwa Hart telah 

memberikan gambaran mengenai pidana harus : 

1. Harus ada konsekuensi penderitaan yang diakadung 

 

2.  Tindak pidana harus teat sasaran sesuai orang yang 

melakukan perbuatan tersebut 

3. Pemberian tindak pidana akibat adanya hubungan perbuatan 

tersebut 

4. Dilakukan dengan sengaja 

 

5. Diberikan sanksi yang sesuai dengan pemberlakuan yang 

diterapkan oleh penguasa 14 

 

12 Sudarto, 1990/1991. Hukum Pidana 1 A -1B.Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, 

Purwokerto. hlm. 3 
13 Muladi, 1985. Lembaga Pidana Bersyarat.Alumni, Bandung. hlm. 22 
14 ibid.,hlm. 23 
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 2.2.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana 

 

Dalam hukum pidana ada beberapa hal yang harus dipenuhi agar 

tindak pidana dikategorikan tercapai, ha  tersebut  biasasnya  dikenal  

dengan sitilah unsur-unsur hukum pidana, menurut sudarto bila sesorang 

melakukan perbuatan pidana tidak serta merta langsung dikategorikan 

perbuatan pidana namun harus yang petama dilihat adalah unsur-unsur 

dalam hukum pidana, sudarto juga memberikan penjelasan bahwa dalam 

memenuhi unsur-unsur tersebut hendaknya memperhatikan perbedaan 

pengertian unsur-unsur tindak pidana dan unsur-unsur yang tekandung 

dalam undang-undang sehingga ada korelasi antara kedua pengertian 

tersebut.15 

(Simanjuntak)16 mengemukakan dalam bukunya "Teknik 

Pemeliharaan dan Upaya Hukum" bahwa "tindak pidana adalah adalah 

tindakan kejahatan fisik yang terkandung dalam perbuatan pidana"  

Pendapat Usman Simanjuntak cenderung menggunakan prasa kata tidank 

pidana untuk penafsiran perbuatan yang  berakibat  pidana  karena  istilah 

itu dianggap lebih konkrit dan mengarah pada tindakan  fisik  tindak  pidana, 

karena tidak semua tindak fisik adalah tindak pidana dan  Sebaliknya Suatu 

tindakan fisik dapat menyebabkan berbagai tindak  pidana. 

 

 

 

 

 

15 Sudarto, 1990/1991. Op. cit., hlm. 43 
16 Usman simanjuntak 2012 Teknik Pemeliharaan dan Upaya Hukum 
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(Prodjodikoro)17 mengemukakan secara umum mengenai istilah 

kejahatan bahwa “ kejahatan  identik  penggunaan  istilah  delik  ,  yang  

asal muasalnya berasal dari bahasa latin, dengan  istilah  tindak  pidana.  

Dan juga disebutkan dalam KBBI Delik berarti perbuatan atau perilaku  

yang diancam dengan hukuman karena melanggar hukum pidana. Lebih 

jauh, dikatakan bahwa kejahatan adalah tindakan di mana pelaku dapat 

dihukum oleh hukum pidana. Dan pelaku ini bisa menjadi "subjek" 

kejahatan” Definisi pelanggaran kriminal di atas sejalan dengan prinsip 

legalitas (nullum delictum), sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 1 (1)  KUHP, 

ditegaskan bahwa "tidak ada tindakan  yang  dapat  dihukum  kecuali 

kekuatan hukuman yang ada sebelum kejahatan"  Dalam  peristilahan tindak 

pidana  disebutkan  bahwa  beberapa  macam  istilah yang digunakan pada 

umunya sperti diabawah ini: 

1. Starf memilki istilah terjemahan pidana/hukuman 

 

2. Baar memiliki istilah terjemahan dapat/boleh 

 

3. Feit memeilki istilah yang diterjemahkan sebagai perbuatan 

 

Jadi pada dasarnya istilah starfbaarfeit juga diartikan sebagai 

perbauatan yang memilki kemampuan untuk dipidanakan atau dikenakan 

hukuman, apabila kita ingin melihat lebh jauh bahwa kapan suatu tindak 

pidana itu dapat dikategorikan bahwa suatu peristiwa pidana, seperti 

 

 

 

 

 
17 Wirjono prodjodikoro 2009 hukum pidana indonesia mandar maju jakarta: hal 59 
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yang diungapkan (AndiHamzah) megemukakan “tindak  pidana  akan  

terjadi apabila memenuhi unsur-unsur 

1. Unsur melawan hukuk objektif 

 

2. Unsur melawan hukum subjektif 

 

3. Kelakuan atau akibat perbuatan manusia. 

 

4. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan 

 

5. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana” 

 

Sedangkan istialah tindak pidana  juga  disebutkan  oleh  Mezger 

“yang menyebutkan kejahatan pidana harus memenuhi unsur-unsur 

sebagaimana undang-undang 

1. Merupakan perbuatan yang dilakukan oleh manusia 

 

2. Perilaku yang berlawanan dengan hukum 

 

3. Pertanggung jawabanya tehadap seseorang 

 

4. Dapat diberikan tindak pidana” 

 

Ada perbuatan yang memang akan  dipidanakan  meskipun  itu  

terlahir dari perilaku yang dibawa sejak lahir  dalam  artian  perilaku  

bawaan yang diawbah sejak lahir dimungkinkan akan tergolong sebagai 

tindak pidana apabila memeiliki potensi untuk melakukan pidana pada 

umunya hal ini biasasnya dikenal dengan istilah (Outard Conduct) atau 

dengan itilah Actus Reus 
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 2.2.3 Jenis-Jenis Tindak Pidana 

 

Setiap pembahasan tindak  pidana  perlu  dibedakan  jenis  pidana 

yang dikenal secara umum, hal ini dikarenakan adaya perilaku hukum 

pidana dikehidupan masyarakat yang beragam, atas dasar suatu keadaan 

tertentu didalam buu hukum pidana indonesia yang  belaku  telah  

ditemukan tindak pidana antara kejahatan seperti yang dijelaskan  pada  

buku II serta pelanggaran pada buku III, doktrin pemidaan  ini  dapat  

dilahat berdasarkan jenis delik atau pidana sebagai berikut: 

1. Delik materil 

 

Delik materil adalah delik yang akan  timbul  akibat  dari  

suatu perbuatan sehingga penerapanya pada aturan yang 

berlaku diancam oleh undang-undang, dikarenakan delik ini 

timbul stelah adanya akibat dari perbuatan muncullah sebuah 

sanksi atau ancaman seperti yang dijelaskan  pada  contoh 

pasal pembunuhan dan penganiyaan 

2. Delik formil 

 

Adalah delik yang memang telah dilarang dan tidak melihat 

bagaimana akibat dari delik ini, delik formil adalah  delik  

yang mengatur secara khsusu perbuatan  pidana  yang 

melarang sesorang untuk berbuat yang dilarang oleh undang- 

undang, sehingga meskipun delik ini belum dikatahui 

akibitanya 

Contoh delik formi ini adalah pasal 362 KUHPidana dan 
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pasal 209 tentang sumpah palsu 

 

 2.3 Tinjauan  Umum Anak 

 

                        2.3.1 Pengertian Anak 

 

Anak merupakan anugrah dari yang maha  kuasa,  anak  adalah  

sebuah titipan yang harus dijaga dan dipelihara serta memberikan 

perlindugan kepada anak, dalam perkembagan mengenai  anak  sebuah  

tolak ukur untuk melihat penentuan pemberian tindak pidana seorang itu 

juga dilihat dari segi umur, sehingga dapat diberikan sanksi pidana 

berdasarkan tingkat kematagan sesorang, apabila kita melihat pengertian 

anak dalam kamus besar bahasa indonesia yaitu “manusia yang sangat 

kecil”18 dalam artian adalah seorang yang  masih  kecil  dan  dianggap  

masih dibawah umur. 

Apabila kita melihat pengertian anak dalam buku marsaid yang 

mengungkapkan bahwa anaka adalah keadaan seorang manusia masih 

normal dan masih mudah dari segi usia yang sedang menentukan 

identitasnya dan memilki jiwa yang labil sehingga mudah terpengaruh 

dengan keadaaan dilingkungan sekitarnya,19 sedangan  pengertian  anak  

juga dikemukakan oleh Romli Asasmita bahwa anak adalah orang yang 

masih dibawah umur belum melakukan pernikahan dan dianggap belum 

dewasa.20 

 

 

18 W.J.S. Poerwadarminta, 1976 Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka, , hlm. 

735 
19 Marsaid, 2015 Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid 

AsySyari’ah) (Palembang: NoerFikri,), hlm. 56. 
20 Ibid 58 
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Sedangkan apabila kita melihat anak dari segi psikologisnya 

sebenarnya dapat dijadikan acauna bahwa : 

1. Masa kanak-kanan 

 

a. Masa bayi 

 

b. Masa kanak-kanak 

 

2. Masa remaja 

 

Masa remaja ini  bisa  dilihat  dari  segi  umur  antara  umur  

13 sampai 20 tahun termasuk dalam masa remaja 21 

Sementara itu salah satu ahli juga mengungkapkan bahwa  anak  

adalah diman saaat seorag menjadi dewasa baik itu lelaki maupun anak 

namun tidak dapat dikatakan sebagai anak apabila dia sudah mengalami 

pernikahan atau perkawinan. 

Berikut batasan umur anak menurut undang-undang yang berlaku : 

 

 

a. “Pasal 1 ayat (6) Undang-undang Nomor1 Tahun 1985 (LN 

Tahun 1985 No. 2), tentang pemilu; jo. Pasal 13 Undang- 

undang Nomor12 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No. 37), 

tentang pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD, orang yang 

dewasa dalam usia hak pilih  adalah  seseorang  yang  

mencapai umur 17 (tujuh belas) tahun” 

b. “Pasal 6 huruf (q), Pasal 7 Undang-undang Nomor23 Tahun 

2003 (LN Tahun 2003 No. 93), tentang pemilihan Presiden 

 
21 Ibid 59 
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dan wakil Presiden adalah batas usia anak berhak untuk 

memilih berusia 17(tujuh belas) tahun” 

c. “ketentuan Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 

pengertian anak atau orang yang belum dewasa adalah 

seseorang yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh 

satu) tahundan tidak lebih dahulu kawin” 

d. “Apabila seseorang yang belum mencapai umur 21  (dua  

puluh satu) tahun telah kawin,  dan  perkawinan  itu 

dibubarkan sebelum umurnya genap 21 (dua puluh  satu) tahun, 

maka ia tidak kembali lagi ke kedudukan belum dewasa” 

e. “Dalam Undang-UndangNomor 1 Tahun 1974 tentang 

perkawinan, dalam undang-undang ini tidak langsung 

mengatur tentang masalah ukuran kapan seseorang 

digolongkan anak” 

f. “Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia No. 

 

11 Tahun 2002 tentang Peradilan Pidana Anak, ialah orang 

yang dalam perkara anak nakal  telah  mencapai  umur  12  

(dua belas) tahun, tetapi belum mencapai 18 tahun yang  

diduga melakukan tindak pidana” 

g. “Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 

2014tentang Perlindungan Anak,  yang  dimaksud  dengan 

anak ialah: anak adalah seseorang yang belum berusia 18 
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(delapan belas) tahun, termasuk anak yang masihdalam 

kandungan” 

 2.3.2 Hak-Hak Anak 

 

Hak dan kewajiban anak merupakan hal yang wajib untuk 

dilaksanakan hal ini dikarenakan anak merupakan seustu  hal  yang  

memang dilindungi oleh undang-undang sebagaimana: 

1. Hak untuk hidup 

(Pasal 4) 

“Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, 

dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan 

martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari 

kekerasan dan diskriminasi” 

2. Anak berhak mendapatan identitas 

Pasal 5 

“setiap anak berhak atas suatu nama sebagai  identitas  diri  

dan status kewarganegaraan” 

3. Hak untuk beribadah 

Pasal 6 

“setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya 

berpikir, dan berekpresi, sesuai dengan  tingkat  kecerdasan 

dan usianya dalam bimbingan orang tua wali” 

4. Hak untuk mengetahui orang tua 

Pasal 7 ayat 1 
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“setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, 

dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri” 

5. Hak  asuh 

Pasl 7 ayat 2 

6. Hak jaminan kesehatan dan jaminan sosial 

Pasal 8 

“setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan 

jaminan sosial sesuai  dengan  kebutuhan  fisik  mental 

spiritual dan social” 

7. Hak untuk mendapatkan pendidikan 

Pasal 8 ayat 1 

“setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran 

dan pengembagan pribadinya dan tingkat kecerdasasnya  

sesuai dengan bakatnya” 

2.4 Tinjauan  Umum  Anak  Berhadapan  Dengan Hukum 

 

2.4.1 Pengertiana  Anak  Berhadapan  Dengan Hukum 

 

Seperti yang telah kita lihat diatas bahwa pengertian anak telah 

dijelaskan secara rinci namun perlu kita melihat bahwa  yang  dimaksud 

anak yang berhadapan dengan hukum adalah sebagai berikut: 

Pasal 1 Undang-Undang No 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan 

Pidana Anak22 

 

 

 
 

22 Pasal 1 Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 



25 
 

 

 

 

 

 

1. Anak yang berhadapan dengan hukum menurut Undang-Undang 

Sistem Peradilan Pidana Anak. 

a. “anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang 

berkmplik dengan hukum , anak menjadi korban  tindak 

pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana”. 

b. “Anak yang berkomplik dengan hukum yang selanjutnya 

disebut anak adalah yang  telah  berumur  12  (dua  belas) 

tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun” 

c. “anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya 

disebut sebagai anak korban adalah anak yang  belum  

berumur 18 (delapan belas) tahun yang  mengalami 

penderitaan fisik, mental dan atau kerugian ekonomi yang 

disebabkan oleh tindak pidana” 

d. Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya 

disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 

(delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan  

guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan 

disidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang 

didengar dilihat dan atau dialaminya sendiri” 

Pasal 1 atau 2 undang-undang no 12 tahun 2012 tentang sistem 

peradilan pidana anak telah memberikan gambaran bahwa yang dimaksud 

dengan anak ynag berhadapan dengan hukum adalah anak yang belum 

mencapai umurnya 18 (delapan belas) tahun namun melakukan baik 
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pelanggaran maupun kejahatan pidana bahkan menjadi korban sekaigus 

menjadi saksi tindak pidana sehingga harus berhadapan dengan hukum23 

Menurut Harry E.Allen And Clifford E. Simmonsen 

mengungkapkan bahwa ada dua penyebab anak melakukan tindak pidana 

atu berhadapan dengan hukum 

 

1. Perilaku anak yang nakal hal ini  apabila  dilakukan  oleh  

orang yang dianggap sudah  dewasa  dianggap  bukan 

kejahatan (status offence) 

2. Perilaku anak yang dilakukan oeh orang dewasa akan  

dianggap sebagai kejahatan (juvenile deliquence)24 

Apabila kita melihat pendpat diatas menujukkan bahwa anak yang 

berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik yang berkaitan 

dengan tindak pidana baik itu anak sebagai  pelaku  maupun  sebagai  

korban maupun sebagai saksi, pelaku kejahatan maupun pelanggaran, 

namun apabila kita melihat pemberian saksi  anak  yang  berhadapan  

dengan hukum hanya sebatas pidana kurungan itupun adalah hal yang  

paling terkahir ditempuh bagi penegak hukum, namun  dalam  tindak  

pidana anak belum mengenai mengenai hukum mati itulah yang 

 

 

 

 

 

 

 

23 Muhammad Joni dan Zulchaina Z Tanamas, 1999, Aspek Perlindungan Anak Dalam Perspektif 

Konvensi Hak Anak, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, hlm.83 
24 Harry E. Allen and Clifford E. Simmonsendalam Purniati, Mamik, Sri Supatmi, dan Ni Made 

Martini Tinduk, 2003, Correction in America An Introduction, Analisa Situasi Sistem Peradilan 

Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia, Jakarta, UNICEF, hlm.2 
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mebedakan antara tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa dan 

seorang anak.25 

 2.4.2 Pengertian Narapidana Anak 

 

Secara umum istilah narapidana dikenal dengan istilah bagi orang- 

orang yang dianggap melakukan kejahatan dan diberikan sanksi penjara, 

saksi penjara disini ditetapkan melalui penetapan pengadilan dan 

mendapatkan status terpidana, pengertian narapidana apabila kita melihat 

dari kamus besar bahasa indonesia yang artinya “seorang yang telah 

menjalani hukuman karena telah melakukan suatu tindak pidana”26 dan 

apabila kita menguhubungka pengertian terpidana dalam kitab undang- 

undang hukum acara pidana meberikan defenisi terpidana pada pasal 1 

angka 32 yang menegaskan bahwa : 

“Terpidana seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan 

yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”27 

Sedangkan dalam undang-undang pemasyarakatan juga menjelaskan 

pengertian narapidana pada pasal 1 ayat (7) undang-undang nomor  12  

tahun 1995 tentang pemasyarakatan yang mana menegaskana bahwa: 

Pasal 1 Ayat (7) 

 

“Terpidana yang sedang menjalani pidana hilang kemerdekaan di 

lembaga pemasyarakatan” 

 

 

 

25http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/16132/BAB%20II.pdf?sequence=3&isA 

llowed=y diakses pada hari senin 21 oktober 2019 pukul 22.00 wit 
26 Kamus Besar Bahasa Indonesia.Narapidana.https://kbbi.web.id. Diakses pada 21 oktober 2019 
27 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 angka 32 

http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/16132/BAB%20II.pdf?sequence=3&isAllowed=y
http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/16132/BAB%20II.pdf?sequence=3&isAllowed=y
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Menurut bunyi pasal diatas telah ditegaskan dalam pasal 1 ayat 

 

(6) bahwa narapidana: 

Pasal 1 Ayat (6) 

“Terpidana dalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan 

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap” 

 2.4.3 Narapidana Anak 

 

Dalam hukum pidana pegertian anak ditafsirkan dalam bentuk 

beberapa perbedaan berdasarkan umur yang ditetapkan oleh undang- undang, 

namun apabila kita melihat pengertian anak secara umum anak adalah 

seorang yang dianggap belum dewasa dan  belum  pernah  melakukan 

pernikahan. 

Pengertian mengenai tindak pidana anak atau anak narapidana 

sebenarnya masih sangat krang ahli  hukum  yang  memberikan  

pendapatnya tetapi dalam undang-undang no 12 tahun 1995 tentang 

pemasyarakatan memberikan gambaran bahwa anak terpidana atau 

narapidana digambarakan bahwa anak yang diberikan pendidikan dan 

pembinaan didalam lapas yang umurnya paling lama 18 (delapan belas) 

tahun 

Sedangkan apabila kita melihat dalam peraturan lainya seperti undang-

undang no 12 tahun 2012 tentang sistemperadilan pidana  anak  telah 

ditegaskan dalam pasal 1 ayat 3 yang mana bunyinya: 

Pasal 1 Ayat 3 
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“anak adalah yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 

 

18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana”28 

 

Sehingga apabila ditarik dalam sebuah kesimpulan mengenai 

pengertian narapidana anak adalah seorang anak yang masih  belum  

dewasa yang umurnya belum mencapai 18 tahun serta dianggap belum 

pernah menikah dan melakukan tindak pidana 

 2.5 Tinjauan Umum Pembinaan 

 

                        2.5.1 Pembinaan Anak 

 

Pengertian pembinaan anak telah didfinisikan  dari  beberapa  

kalangan ahli hukum namun sebelum terlalu jauh mengetahui mengenai 

pengertian pembinaan anak, maka dari itu terlebih dahulu kita harus 

mengetahui pengertian pembinaan, pengertian pembinaan  sebagaimana 

yang didefinisikan oleh Mangunharjana bahwa pengertian pembinaan  

adalah pembelajarana kepada seorang dalam bentuk ilmu bahkan sampai 

pada tingkat praktek.29 

Pengertian pembinaan disini tidak  hanya  dalam  bentuk  

pembelajaran yang diberikan untuk menuntut ilmu tetapi pembinaan 

diimplementasikan dalam bentu praktek dari apa  yang  didapatkan  dari  

segi teori dan praktek sehingga pembinaan bisa dikatakan sebagai pola 

untuk mengubah karakter dan jiwa seseorang menjadi lebih baik,  

pembinaan disini dapat membantu setiap orang yang dianggap terseset 

 
 

28 Undang-Undang No 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 
29 Vivid Asyida, 2015 Pola Pembinaan Narapidana Anak Dilembaga Pemasyarakatan Kelas 2b 

Kabupaten Klaten, Skripsi, Universitas Negeri Semarang Hlm 17 
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dan memlakukan pelanggaran pidana akan dipulihkan kembali jiwa  dan 

pola pikirnya sehingga menjadi pribadi yang baik. 

Menurut pola pembinaan orang memilki tiga  fungsi  yang  sangat  

fital yaitu: 

1. Menyampaikan pengetahuan dalam bentuk informasi 

 

2. Memberikan pengetahuan guna perubahan dan 

pengembagan diri 

3. Melatih orang untuk mengembangkan keterampilan dan 

kecakapanya30 

Didalam Undang-Undang No 3 Tahun 1997 Mengenai Lapas Anak 

sebagaimana anak yang dibina didalam lapas dapat didefenisikan bahwa: 

Pasal 60 ayat (1) 

 

“Lapas anak adalah tempat pembinaan dan pendidikan bagi anak pidana 

anak negara, dan anak sipil”31 

Apabila dihubungkan antara pengertian pembinaan dan lapas anak sudah 

barang tentu kita dapat memberikan gambaran bahwa narapidana anak adalah 

seoang anak yang mendiami lapas guna mendapatkan  pendidikan  dan  

pembinaan untuk mengubah pribadi dan karakter anak menjadi lebih baik 

kedepanya. 

 

 

 

 

 

 

 
 

30 Ibid hlm 18 
31 Undang-Undang No 3 Tahun 1997 Mengenai Lapas Anak 
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Undang-Undang No 12 Tahun 2012 Tentang Sistem 

Peradilan Pidana Anak 

  

Efektivitas Pembinaan Anak Berhadapan Dengan 

Hukum Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak 

Gorontalo 

  

 

 

 

 

 

 

 2.6 Kerangka Pikir 
 
 

Faktor Penghambat 

1. Sarana Dan Prasarana 

2. Pemberdayaan Anak Belum 

Dilakukan Sepenuhya 

3. Sumber Daya Manusia 

(Tenaga Pendidik Khusus 

Anak) 

Efektivitas Pembinaan 

1. Pelaksanaan 

Pembinaan Anak 

2. Pembinaan Pendidikan 

Anak 

Terwujudnya Efektivitas 

Pembinaan Anak Berhadapan 

Dengan Hukum Yang lebih 

Maksimal 
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                 2.7 Defenisi Operational 

 
1. Pembinaan Anak adalah kegiatan meberikan pengajaran  serta  

pengawsan terhdapa anak yang berhadapan dengan hukum 

2. Berhadapan Dengan Hukum adalah adanya sebuah perilaku yang 

dianggap menyimpang dari ketutentuan hukum 

3. Pelaksanaan Diversi adalah adalah jalan yang ditempuh penyelesaian 

perkara melalui luar pengadilan 

4. Pembinaan adalah kegiatan membina dan mengawasi anak yang 

berhadapan dengan hukum 

5. Restoratif Justice adalah adalah cara penyelesaian perkara pidana anak 

diluar pengadilan 

6. Sarana Dan Prasarana adalah tempat atau alat yang mendukung dalam 

penegakan hukum 

7. Penegak Hukum adalah orang atau lembaga yang yang memilki 

kewenagan atas penegakan hukum 

8. Budaya Atau Kebiasaan adalah bentuk  kepercayaan  masyarakat 

terhadap apa yang diyakininya meskipun itu tidak diatur dalam hukum 

positif maupun ajaran agama 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

                   3.1 Jenis Penelitian 

 
Jenis penelitian yang aka digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah 

jenis penelitian empiris, dimana jenis penelitian yang menyusun konsep 

studi lapangan Sebagaimana yang diungkapkan oleh Abdul Kadir 

Muhammad bahwa penelitian empiris adalah jenis peneitian yang 

mengadopsi pendekatan secara sosial yang meneliti mengenai perilaku 

sosial dan perilaku hukum ditengah-tengah  masyarakat,  jenis  penelitian  

ini tidak lain akan mengkaji mengenai Perilaku Anak Yang Berhadapan 

Dengan Hukum mulai dari tigkah laku anak samapai pada penegakan 

hukum kepada anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana tujuan 

dalam undang-undang untuk membina dan memperbaiki kualitas hidup 

anak-anak32 

 3.2 Objek Penelitian 

 
Pada penelitian yang peneliti ini mengenai objek penelitianya yaitu 

anak-anak yang berhadapan dengan hukum dan dilakukan pembinaan di 

lapas kelas IIA gorontalo, hal ini dianggap sesuai dan relevan dengan 

 

 

 

 

 

 
 

32 Abdul kadir muhamad.2004.Hukum dan penelitian hukum. Bandung: PT.Citraa ditya bakti, Hal 

. 101 

33 
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, penelitian , peneliti, menurut Arikunto mengenai obejk penelitian adalah 

“bentuk variabel yang menjadi titik perhatian penelitian”33 

        3.3 Lokasi Penelitian Dan Waktu Penelitian 

 
Lokasi penelitian merupakan salah satu instrumen penentu dalam 

penelitian yang akan dilakukan kedepanya, dikarenakan lokasi penelitian 

merupakan tempat untuk mengambil data dan sumber informasi dalam 

penelitian dalam , penelitian ini ditetapkan lokasi penelitian guna 

mempermudah dalam mengambil sampel data pada lokasi34 

Adapun lokasi penelitian ini dilakukan di kantor Lapas Kelas IIA 

Gorontalo Jl. Jend. Katamso, Siendeng, Kec. Hulonthalangi, Kota Gorontalo, 

Gorontalo 96133 dan dipimpin oleh bapak Asih Widodo 

        3.4 Populasi Dan Sampel 

 
1. Populasi 

 
Populasi adalah sekumpulan instrumen baik itu data maupun informasi 

sebagai mana bentuk baik benda bergerak maupun  benda  tidak  

bergerak yang menjadi sumber dari objek penelitian, populasi yang 

dimaksud disini adalah anak-anak yang berhadapan  dengan  hukum  

serta para pegawai lapas kelas IIA gorontalo serta bebrapa literatur 

sumber-sumber informasi lainya. 

 

 

 
 

33 Ibid hlm 103 
34 Ibid hlm 123 



35 
 

 

 

 

 

 

2. Sampel 

 
Sampel adalah bagian dari populasi, sampel disini adalah bagian dari 

populasi yang dijadikan sebagai acuan penelitian serta menjadi sumber 

data dan informasi dalam , penelitian  ini,  sampel  yang  dimaksud  

dalam penelitian ini adalah : 

1. Pegawai  LPKA Gorontalo : 3 (dua orang) 

 

2. Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum : 3 (dua  orang) + 

Total sampel : 6 (enam orang) 

           3.5 Jenis dan Sumber Data 

 

Pada , penelitian ini digunakan teknik dalam mengumpulkan  data 

serta informasi yang dapat  dijadikan  sebagai  bahan  pengolahan  data  

pada , penelitian: 

 1. Studi Kepustakaan 

 

Studi kepustakaan yang dimaksud dalam  ,  penelitian  ini  adalah  

studi pengumpulan data, dengan cara mengumpulkan semua literatur  

hukum serta bahan hukum, yang mana bahan  hukum  yang  dimaksud 

adalah buku-buku ilmu hukum, peraturan perundang-undangan, kamus 

hukum dan jurnal hukum 35yang mana sesuai  dengan  ,  penelitian  ,  

peneliti 

 

 

 

 

 

 

 

35 Ibid hlm 128 
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2. Studi Lapangan 

 

Studi lapangan yang dimaksud dalam , penelitian ini adalah  studi 

yang turun langsung kelokasi penelitian dan melakukan observasi 

dilapangan serta mengambil semua data-data dan informasi dilokasi 

penelitian guna diteliti lebih lanjut adapun studi lapangan ini  selain  

mencari data dan informasi akan dilakukan wawancara ke  narasumber  

yang terkait36 pada , penelitian ini. 

 3.6 Teknik Pengolahan Data 

 

Pada , penelitian ini dalam pengolahan data digunakan beberapa tahapan 

teknik pengolahan data seperti : 

 1. Teknik Seleksi 

 

Yaitu teknik yang digunakan adalah megambil dan megumpulkan sumber 

data dan bahan hukum yang ada  kemudian  dilakukan  seleksi  untuk 

memilah milah data yang sesuai dengan , penelitian 

 2. Klasifikasi 

 

Yaitu teknik mengklasifikasi data dan informasi yang sesuai dengan objek 

penelitian sehingga pada tahapan  pengolahan  data  semua  data  dapat 

dipilah berdasarkan keinginan metode penelitian yang digunakan 

3. Penyusunan Data 

 

Yang dimaksud dalam  ,  penelitian  ini  adalah  teknik  menyusun  semua 

data yang didapatkan dilokasi penelitian guna mengumpulkasn semua  

sumber data dan informasi pada , penelitian. 

 
36 Ibid hlm 131 
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 3.7 Teknik Analisis Data 

 

Teknik analisi data yang digunakan dalam , penelitian ini adalah 

Analisis Data Secara Kualitatif  yaitu  mengumpulkan  semua  dan  

informasi kemudian ditelaah dan diinterpretasikan  dalam  bentuk  kata-  

kata atau kalimat sehingga mudah untuk dipahami dan dikenali. 
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BAB IV 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN        

4.1 TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

Sejak berdirinya Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kota 

Gorontalohingga akhir tahun tujuh puluhan menempati gedung lama di 

Kelurahan Tenda Kotamadya Gorontalo yang menurut perkiraan dibangun 

pada tahun 1817/1818 oleh bangsa Portugis. Mengingat bahwa kondisi 

bangunan Lembaga Pemasyarakatan Gorontalo ini sudah tidak representatif 

lagi untuk dihuni oleh tahanannya, maka Lembaga Pemasyarakatan ini 

dipindahkan ke Jl. Katamso No. 33 Kelurahan Donggala, Kecamatan Kota 

Selatan, Kota Gorontalo, dibangun pada tahun 1983 dan diresmikan pada 

Tahun 1984 oleh Menteri Kehakiman Bapak Ali Said, SH dan hanya 

memiliki kapasitas 210 (dua ratus sepuluh) orang. Kemudian hal ini 

berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : M. 01. PR. 07. 01 

Tahun 1985 Lembaga Pemasyarakatan Gorontalo menjadi Lembaga 

Pemasyarakatan Klas IIB. Pada waktu itu Lembaga Pemasyarakatan Klas 

IIB Gorontalo masih berada dibawah naungan Kantor Wilayah Departemen 

Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Provinsi Sulawesi Utara. Namun sejak 

bulan Juli 2002 Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Gorontalo resmi 

berpisah dari Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi 

Manusia Provinsi Sulawesi Utara. 

Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Gorontalo kini mengalami 

perubahan Klas sejak tanggal 31 Desember 2003 berdasarkan Surat Keputusa 

38 
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Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : M. 16. FR. 07. 03 

Tahun 2003 menjadi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kota Gorontalo. 

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kota Gorontalomemiliki Wilayah 

Hukum Provinsi Gorontalo baik dari Pengadilan Negeri Limboto, 

Pengadilan Negeri Limboto Cabang Kwandang dan Pengadilan Negeri 

Gorontalo. 

Dalam pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Gorontalo 

yang terkait dengan efektif dan layak tidaknya pembinaan di dalam 

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kota Gorontaloyang secara idealnya 

sesuai dengan kondisi atau kapasitas bangunan khususnya blok-blok hunian 

narapidana/warga binaan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kota 

Gorontaloberkapasitas 210 (dua ratus sepuluh) orang. 

Setelah beberapa tahun berjalan Lembaga Pembinaan Khusus Anak 

Kota Gorontalomengalami perkembangan dan tepatnya pada Tahun 2006 

mengalami renovasi bangunan karena menyesuaikan isi penghuni yang 

semakin meningkat, maka Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kota 

Gorontaloyang awalnya hanya berkapasitas 210 (dua ratus sepuluh) orang 

meningkat menjadi kurang lebih 330 (tiga ratus tiga puluh) orang hingga 

sekarang. 

Warga binaan maupun tahanan ditempatkan dibeberapa blok yang 

terdiri dari : 

a. Blok Narkoba terdiri dari 6 (enam) kamar yang dihuni oleh 

tahanan (titipan dari polisi, jaksa, hakim) dan narapidana. Blok 

Narkoba hanya dihuni oleh orang-orang yang terlibat dalam 

kasus narkoba itu sendiri. Tidak dicampur baur dengan tahanan 
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atau warga binaan lain, yang masing-masing kamar dihuni 1 

(satu) sampai 10 (sepuluh) orang. 

b. Blok Tahanan terdiri dari 10 (sepuluh) kamar. Yang masing- 

masing kamar dihuni 8 (delapan) sampai 12 (duabelas) orang. 

Dari 10 (sepuluh) kamar, ada 1 (satu) kamar yang dinamakan 

kamar orientasi atau kamar pengenalan lingkungan. Dimana 

kamar itu diisi oleh tahanan/warga binaan yang baru masuk di 

Lembaga Pemasyarakatan. 

c. Blok Narapidana dibagi menjadi 3 (tiga) blok : 

 

a) Blok Narapidana 10 (sepuluh) kamar 

 

b) Blok BIII terdiri dari 8 (delapan) kamar 

 

c) Blok BC terdiri dari 6 (enam) kamar 

 

d. Blok Pengasingan (BP) mempunyai 3 (tiga) kamar. Blok 

Pengasingan merupakan tempat bagi narapidana/warga binaan 

yang diasingkan oleh karena satu penyakit yang dapat menular 

bagi narapidana/warga binaan lainnya. 

e. Blok Karantina, merupakan tempat bagi warga binaan yang 

melakukan pelanggaran di dalam LAPAS. 

f. Blok Anak, merupakan tempat bagi tahanan maupun warga 

binaan anak. 

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Gorontalo didalam membina 

warga binaan yang berada didalam Lembaga Pemasyarakatan tersebut 

ditunjang dengan bangunan yang ada dan kemudian sarana dan prasarana 

yang tentunya 
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dapat menunjang kelancaran proses pembinaan kepada warga binaan itu 

sendiri. 

Sebagai tempat pembinaan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kota 

Gorontalomempunyai fasilitas atau sarana dan prasarana sebagai penunjang 

pembinaan antara lain : 

1. Gedung Kantor terdiri dari ruang Kalapas, ruang Ketatausahaan, 

ruangan Kasimin Kamtib, ruangan Kasi Giatja, ruangan KPLP, 

ruangan Registrasi dan pembinaan yang merupakan tempat 

pelaksanaan administrasi dan registrasi bagi tahanan yang baru 

masuk maupun warga binaan yang telah menyelesaikan masa 

hukumannya (bebas). 

2. Ruangan Pendidikan merupakan tempat pelaksanaan kegiatan 

belajar mengajar bagi warga binaan/anak didik. 

3. Ruangan Keterampilan merupakan tempat pembinaan 

kemandirian, dimana para warga binaan/anak didik diberikan 

program-program keterampilan kerajinan tangan industri rumah 

tangga, reparasi mesin, pertukangan, perbengkelan dan 

elektronika. 

4. Blok-blok hunian terdiri dari : 

 

 Blok kamar tahanan pria yang berjumlah 10 (sepuluh) 

kamar 

 Blok kamar narapidana pria yang berjumlah 21 (dua 

puluh satu) kamar 
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 Blok kamar tahanan/narapidana anak yang berjumlah 6 

(enam) kamar 

5. Ruangan serba guna merupakan tempat pertemuan/diadakan 

acara-acara seremonial didalam lingkungan pegawai Lembaga 

Pemasyarakatan. 

6. Dapur/Gudang merupakan tempat pengolahan dan penyimpanan 

makanan bagi penghuni LAPAS. 

7. Masjid merupakan tempat beribadah warga binaan yang 

beragama Islam. 

8. Gereja merupakan tempat beribadah warga binaan yang 

beragama Kristen. 

9. Ruangan Perkunjungan merupakan tempat pertemuan antara 

penghuni LAPAS dengan keluarga, kerabat dan teman. 

10. Ruangan Poliklinik merupakan tempat pemeriksaan dan 

pengobatan bagi penghuni LAPAS. 

11. Warung Serba Ada merupakan tempat penjualan barang-barang 

kebutuhan sehari-hari yang disediakan bagi penghuni maupun 

pegawai LAPAS. 

12. Kebun merupakan tempat bagi para penghuni yang sudah 

diasimilasi untuk bekerja/mengolah lahan menjadi produktif 

dengan ditanami tanaman seperti jagung, pisang, maupun 

beternak itik/unggas dan kolam ikan. 

13. Lapangan Tenis. 
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14. Lapangan Bola Voli. 

 

15. Lapangan Sepak Takraw. 

 

Untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia, Petugas LAPAS sebagai 

abdi Negara dan abdi masyarakat wajib menghayati serta mengamalkan 

tugas-tugas pembinaan pemasyarakatan dengan penuh tanggung jawab. 

Untuk meningkatkan/melaksanakan kegiatan pembinaan pemasyarakatan 

yang berdaya guna, tepat guna dan berhasil guna, petugas pemasyarakatan 

harus memiliki kemampuan profesional dan integritas, moral yang tinggi. 

Untuk itu petugas pemasyarakatan harus dibekali dengan berbagai kegiatan 

dan bentuk pelatihan-pelatihan, antara lain : 

1. Diklat Kesamaptaan Diklat ini merupakan bentuk pelatihan 

kemiliteran yang bekerjasama dengan pihak Kepolisian dan TNI 

yang bertujuan untuk membentuk dan memperlengkapi pegawai 

Lembaga Pemasyarakatan dengan keterampilan. 

2. Diklat Pendidikan Dasar Pemasyarakatan. 

 

3. Diklat Narkotika. 

 

4. Diklat Komputer, dan sebagainya. 

 

Untuk menunjang pelaksanaan pembinaan kepada warga binaan di 

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kota GorontaloGorontalo, maka hal ini 

sangat penting terasakan karena dengan kemampuan pendidikan yang 

dimiliki oleh Petugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kota 

Gorontalodapat menciptakan suatu pembinaan yang efektif bagi warga 

binaan itu sendiri atau yang diharapkan dalam maksud dan tujuan 

pemasyarakatan bagi warga binaan 
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Berikut Visi dan Misi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kota 

GorontaloGorontalo 

 

a. Visi 

 

Pulihnya kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan 

penghidupan wargabinaan pemasyarakatansebagai individu, 

anggota masyarakat dan mahluk Tuhan YME. 

b. Misi 

 

a) Melaksanakan perawatan tahanan, pembinaan dan 

pembimbingan wargabinaan pemasyarakatan untuk 

menegembalikan narapidana menjadi warga negara yang 

aktif dan produktif di tengah-tengah masyarakat. 

b) Membangun karakter dan mengembangkan sikap 

ketaqwaan sopan santun, dan kejujuran pada diri 

narapidana (WBP). 

c) Memberikan pelayanan, perlindungan, dan pemenuhan 

terhadap hak-hak wargabinaanpemasyarakatan dan 

keluarga/warga masyarakat yang berkunjung. 

Motto : 

 

Sesungguhnya penjara itu bukanlah suatu hukuman melainkan suatu 

karunia terbesar bagi orang-orang yang beriman. 
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Dalam menjalankan aktivitasnya ataupun kegiatan kantor, Lembaga 

Pembinaan Khusus Anak Kota Gorontaloharus bekerja sesuai dengan 

tanggung jawab. 

Dalam penelitian ini, peneliti memaparkan informasi tentang keadaan 

pegawai yang mendukung kegiatan di LAPAS Klas IIA Gorontalo. 

Tabel I : Jumlah Pegawai Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kota Gorontalo 

 
NO 

 
JUMLAH PEGAWAI KESELURUHAN 

 
JUMLAH 

 
1 

 
KEPEGAWAIAN (TATA USAHA) 

 
15 ORANG 

 
2 

 
REGISTRASI 

 
14 ORANG 

 
3 

 
KANTIB 

 
7 ORANG 

 
4 

 
KPLP 

 
8 0RQNG 

 
5 

 
BIMKER 

 
9 ORANG 

 
6 

 
PERAWATAN 

 
11 ORANG 

 
7 

 
REGU I 

 
10 ORANG 

 
8 

 
REGU II 

 
11 ORANG 

 
9 

 
REGU III 

 
11 ORANG 

 
10 

 
REGU IV 

 
11 ORANG 

 
JUMLAH 

 
107 ORANG 

 

Tabel II : Jumlah Blok dan Isi Hunian Blok 
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No. 

 

Nama-Nama Blok 

 

Jumlah Kamar 

 

Jumlah Penghuni 

 

1. 

 

Blok Narkoba 

 

6 Kamar 

 

23 Orang 

 

2. 

 

Blok Tahanan 

 

10 Kamar 

 

199 Orang 

 

3. 

 

Blok Napi 

 

1O Kamar 

 

151 Orang 

 

4. 

 

Blok Asimilasi (BC) 

 

5 Kamar 

 

71 Orang 

 

5. 

 

Blok BIII 

 

8 Kamar 

 

51 Orang 

 

6. 

 

Blok Anak 

 

3 Kamar 

 

7 Orang 

 

7. 

 

Blok Pengasingan 

 

3 Kamar 

 

10 Orang 

 

8. 

 

Karantina 

 

3 Kamar 

 

8 Orang 

 

9. 

 

Blok Anak 

 

5 Kamar 

 

47 Orang 

 

10. 

 

Poliklinik 

 

7 Kamar 

 

12 Orang 

 

Jumlah 

 

60 Kamar 

 

585 Orang 

Sumber : KPLP Lapas Klas IIA Gorontalo (20 Februari 2020) 
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 4.2 Bagimanakah Efektivitas Pembinaan Anak Berhadapan Dengan 

Hukum Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Gorontalo 

                      4.2.1 Pelaksanaan Pembinaan Anak 

 

Dalam pembinaan narapidana dan anak Didik Pemasyarakatan dikenal 

10 (sepuluh) prinsip pemasyarakatan yaitu (Maidin Gultom,;2010; 136) ; 

1. Ayomi dan berikan bekal agar mereka dapat menjalankan peranan 

sebagai warga masyarakatyang baik dan berguna; 

2. Penjatuhan pidana bukanlah tindakan balas dendam oleh Negara; 

 

3. Memberikan bimbingan bukan penyiksaan; 

 

4. Negara tidak berhak membuat mereka menjadi lebih buruk atau 

lebih jahat daripada sebelum dijatuhi pidana; 

5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak napi an anak didik harus 

dikenalkan dengan dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat; 

6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat 

sekedar pengisi waktu pekerjaan untuk memenuhi kepentingan 

Negara sewaktu-waktu saja; 

7. Bimbingan dan pendidikan yang diberikan harus berdasakan 

pancasila; 

8. Napi dan anak didik harus diperlakukan sebagai manusia yang 

bermartabat dan harus di hormati; 

9. Napi dan anak didik di jatuhi pidana hilang kemerdekaan sebagai 

derita yang dapat dialami; 
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10. Disediakan dan dipupuk sarana-sarana yang ydapat mendukung 

fungsi rehabilitative,korektif dan edukatif sistem pemasyarakatan, 

Kasus hukum yang melibatkan anak-anak sebagai pelaku kejahatan 

seperti halnya tindak pidana pembunuhan memang membutuhkan 

penanganan khusus, mengingat sebagai subjek hukum, anak-anak belum 

terikat hak dan kewajiban yang sepenuhnya mengikat, Anak-anak dianggap 

belum mampu menyadari akibat dan konsekuensi dari perbuatannya yang 

melanggar hukum dan memungkinkan terjadinya kerugian, ketidak- 

seimbangan dan disharmonisasi dalam kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa dan bernegara, Mereka masih dalam tahap bermain,berkembang 

dan pencarian jati diri (Maidin Gultom,;2010; 136-137) 

Tindak pidana pembunuhan merupakan tindak pidana yang di 

golongkan dalam delik biasa sehingga meskipun dengan dicabutnya 

laporan oleh korban tidak mengakibatkan proses perkara 

terhenti,berdasarkan hasil penelitian penulis mengkaji tentang proses 

penahanan yang di jalani oleh anak sebagai pelaku kejahatan pembunuhan 

(Maidin Gultom,;2010; 122) 

Mengenai penahanan, sebenarnya itu seharusnya menjadi usaha 

terakhir, Setiap Anak dalam proses peradilan pidana berhak untuk (Maidin 

Gultom,;2010; 127); 

1. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan 

kebutuhan sesuai dengan umurnya; 

2. Dipisahkan dari orang dewasa; 
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3. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif; 

 

4. Melakukan kegiatan rekreasional; 

 

5. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang 

kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan 

martabatnya; 

6. tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup; 

 

7.  tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya 

terakhir dan dalam waktu yang paling singkat; 

8.  memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, 

tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum; 

9. Tidak dipublikasikan identitasnya; 

 

10. Memperoleh pendampingan orang tua/wali dan orang yang 

dipercaya oleh anak; 

11. memperoleh advokasi sosial; 

 

12. memperoleh kehidupan pribadi; 

 

13. memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat; 

 

14. Memperoleh pendidikan; 

 

15. ]memperoleh pelayananan kesehatan; dan 

 

16. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan, 

Berdasarkan hasil penelitian bahwa Dalam Rangka Melakukan 

Pembinan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Lembaga Pembinaan 

Khusus Anak Gorontalo telah melakukan beberapa hal dari segi 

penaganaya yaitu memberikan 



50 
 

 

 

 

 

 

pembinaan secara berkala untuk mengubah pola pikir anak dari segia 

pembinaan pendidikan baik pandidikan formal maupun pendidikan secara 

informal seperti pendidikan dalam bentuk pembentukan karakter serta 

pembentukan teori secara keseharian 

             4.2.2 Pembinaan Pendidikan Anak 

 

Hak pendidkan dan pengajaran sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 

ayat (2) poin C mengenai Intelektual, pemenuhan intelektual seorang 

narapidana hanya bisa didapatkan dari program pendidikan dan pengajaran 

guna memastikan tingkat pengetahuna narapidana semakin hari semakin baik 

dan memadai, serta dapat menjadi orang yang berguna pada saat melepas 

masa tahanan 

Dalam pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana anak. diperlukan 

pendekatan yang menyeluruh dan berkesinambungan. Dwidja Priyatno37 

mengemukakan tiga pendekatan dalam pembinaan terhadap narapidana yaitu 

rehabilitas sosial (social rehabilitation), rehabilitasi vokasi (vocation 

rehabilitation), rehabilitas pendidikan (education rehabilitation) dan 

rehabilitasi medis (medical rehabilitation). 

Rehabilitasi sosial (social rehabilitation), yaitu proses pembinaan 

yang bertujuan mengubah kepribadian narapidana sehingga menjadi pribadi 

yang baik dan beriman. Proses pembinaan dalam pendekatan ini berbentuk 

pembinaan kepribadian, penyuluhan hingga pengarahan. Harapannya setelah 

pembinaan ini dilakukan, para narapidana kembali menjadi pribadi yang lebih 

 
37 Dwidja Priyatno. Opt. Cit. Hal 97. 
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baik, dan dapat membangun hubungan social yang baik dengan lingkungan 

sekitarnya. Jika hal ini dilakukan maka akan menumbuhkan pandangan baru 

dan penerimaan yang baik dari lingkungan sekitarnya. 

Rehabilitasi Vokasi (Vocation rehabilitation), berupa bimbingan 

sosial dan juga penekanan pada keterampilan-keterampilan yaitu yang tepat 

guna. Mengingat para narapidana setelah selesai menjalani masa hukuman, 

bisa kembali berkarya di tengah masyarakat. Karena, tanpa persiapan, mereka 

bisa frustrasi menghadapi tantangan lingkungan sosial baru. Tidak tertutup 

kemungkinan kambuh lagi. 

Rehabilitasi Pendidikan (Education rehabilitation), berupa 

pendidikan praktis. Karena tidak tertutup kemungkinan ada narapidana yang 

dulu buta huruf dan putus sekolah. Proses pembinaan melalui rehabilitas 

pendidikan ini diharapkan narapidana mengalami perkembangan dan 

peningkatan pengetahuan diri. Hal ini akan sangat bermanfaat untuk 

mengubah cara berpikir sekaligus cara untuk menjalani hidup yang lebih baik 

setelah dikeluarkan dari lembaga pemasyarakatan. 

Rehabilitasi Medis (Medical rehabilitation), yaitu perlunya 

pengobatan kesehatan atau mental. Pelaksanaan pembinaan dengan 

melakukan rehabilitas medis ini untuk menyelesaikan masalah kesehatan dan 

mental yang dihadapi oleh para narapidana disebabkan oleh berbagai 

permasalahan, seperti frustasi, stres dan lain-lain. 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai hak intelektual atau 

penfgetahaun yang diajarkan kepada napi bahwa; 
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Pelatihan yang diberikan oleh pegawai lapas kelas II gorontalo yaitu 

pelatihan dalam bentuk; 

1. Penigkatan pengetahuan 

 

2. Peningkatan keterampilan 

 

3. Peningkatan kapsiatas 

 

4. Dan penigkatan pegetahuan dibidang ilmu pengetahuan 

 

Hal diatas ditemukan diatas berdasarkan hasil wawancara dilapas anak 

yang dilaksanakan dengan jenjang waktu tertentu sesuai dengan program 

kerja lapas anak, sehingga mmberikan dampak yang baik bagi anak 

 4.3 Faktor-faktor apakah yang menghambat  Efektivitas  Pembinaan                                   

Anak Berhadapan Dengan Hukum Di Lembaga Pembinaan Khusus 

Anak Gorontalo 

                        4.3.1 Sarana Dan Prasarana 

 

Sarana dan fasilitas merupakan instrumen yang dapat menujang 

pelaksanaan pelayayan didalam lapas, saran dan fasilitas dianggap faktor 

utama dalam menjamin hak-hak narapidana didalam lapas, sehingga 

narapidana secara manusiawi hak-haknya dapat terpenuhi, namun sebalknya 

apabila sarana dan prasarana fasilitas dalam lapas tidak memadai maka akan 

menjadi neraka bagi penguhunina, karena agar tercapainya pola pembinaan 

dan pengajaran didalam lapas harus memnuhi kegiatan Dalam PP. 31/199038 

menegaskan bahwa program pembinaan dan pembimbingan mencakup 

 

 

 
 

38 PP. No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan 

Pasal 2 dan Pasal 3 
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kegiatan pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian, yang 

berkaitan dengan: 

a. Ketaqwaan kepada Tuhan yang Maha Esa 

 

b. Kesadaran berbangsa dan bernegara; 

 

c. Intelektual; 

 

d. Sikap dan Perilaku; 

 

e. Kesehatan Jasmani dan Rohani; 

 

f. Kesadaran hukum; 

 

g. Reintegrasi sehat dengan masyarakat; 

 

h. Keterampilan kerja; 

 

i. Latihan kerja dan produksi. 

 

Program yang disebutkan didalam peraturan pemerintah nomor 31 

tahun 1990 yang memberikan pembinaan dan pengawasan erhadap 

narapidana semuanya harus tepenuhi, hal ini dapat terpenuhi apabila semua 

alat fasilitas dan saran dan prasarana terpenuhi. 

Sebagai lapas baru yang ada diprovinsi gorontalo yang diresmikan pada 

tahun 2018 yang lalu tentunya penujang kegiatan masih minim dan belum 

maksimal sehingga dalam pembinaan narapidana anak masih jauh dari 

harapan dan dianggap narapidana lebih banyak hanya menjalani masa 

tahanan dan kurang melakukan kegiatan didalam lapas guna membangun 

smegant hidup karena sarana dan prasaran yang masih terbatas 

Berdasarkan hasil pengecekan dilapangan bahwa ditemukan sarana dan 

prasarana fasilitas penunjang narapina anak adalah sebagai beriku; 
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No 

 

Kegiatan 

Fasilitas 

(Saran 

Prasarana) 

 

Ada 
Tidak 

Ada 

keterangan 

1 
Intelektual 

Gedung, alat 

belajar, buku, 

dan meja 


 Ada namun masih 

kurang 

2  

Kesehatan 

Jasmani dan 

Rohani 

Gedung, 

lapangan, 

olah raga, 

dan tempat 
ibada 

 


 Minim, mesjid ada 

namun,lapangan olah 

raga belum ada, serta 

tempat ibadah lainya 

3 Reintegrasi 

sehat dengan 

masyarakat 

_ 
 


Belum ada program 

4  

Keterampilan 

kerja 

 

Gedung 

serbaguna 

 



 Minim, terdapat satu 

gedung yang digunakan 

untuk semua kegiatan 

keterampilan 

Hasil pengamatan mengenai fasilitas dan sarana dan prasarana 

 

 

Hasil penelitian penulis mengenai sarana dan prasarana dilapas kelas II 

B gorontalo memang belum memadai sebagimana dalam amanat undang- 

undang namun hal ini perlu diapresiasi bahwa pemerintah daerah dan semua 

instrumen telah bekerja keras untuk melindungi hak-hak anak didalam lapas 

Tentunya apabila kita melihat lapas lainainya pada umunya telah 

menyediakan; 

 

a. Ruang kerja, yang terdiri dari: bidang pertukangan, menjahit, 

elektronika, pertanian, memasak, bidang pembuatan kerajinan 

tangan, dan sablon; 

b. Ruang hiburan dan kesenian yang terdiri dari: perpustakaan, 

ruang kunjungan keluarga, tempat pembinaan mental dan 

ketrampilan, poliklinik, tempat menonton televisi, lapangan 
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tenis meja, serta lapangan permainan volli, basket, badminton, 

futsal Penyediaan fasilitas untuk meningkatkan ketrampilan dan 

kemandirian tersebut sangat berguna bagi narapidana dalam 

upaya menempa setiap potensi yang ada dalam dirinya dengan 

bimbingan dan pembinaan oleh petugas. Selain itu, adanya 

fasilitas tersebut akan menjadikan mereka tenggelam dalam 

kegiatan yang akan menjauhkan dari pikiran-pikiran negatif 

yang dapat merugikan dirinya sendiri; 

Setiap bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh narapidana akan 

mendapat hukuman disiplin.Perhatian pada harkat dan martabat manusia di 

pidana antara lain ditujukan melalui fasilitas pemasyarakatan dalam Lembaga 

Pemasyarakatan Kelas II B Kanwil gorontalo Fasilitas yang ada mencakup; 

a. Kebutuhan dasar (makan, tempat tidur, pakaian); 

 

b. Kebutuhan sekunder (pendidikan, perawatan); 

 

c. Kebutuhan kesehatan disediakan petugas medis/ poliklinik 

secara tersendiri yang antara lain satu dokter umum, satu dokter 

gigi dan empat orang perawat kesehatan yang mempunyai latar 

belakang pendidikan keperawatan; 

d. Sarana olahraga juga disediakan baik untuk narapidana maupun 

petugas pemasyarakatan sendiri; 

e. Di lembaga pemasyarakatan juga tersedia perpustakaan, yang 

menyediakan berbagai jenis buku hasil kerjasama dengan 

berbagai pihak seperti kementerian pendidikan, kementerian 
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agama, kementerian kebudayaan, semua intrumen yang 

organisasi yang ingin menyumbangkan bukunya 

             4.3.2  Pemberdayaan Anak Belum Dilakukan Sepenuhya 

 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis pada saat 

melakukan observasi pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Gorontalo 

mengenai pendidikan anak telah ditemukan beberap fakta bahwa dari segi 

pelatihan anak memang ada beberapa hal yang dilakukan dianggap sudah 

memadai namun juga beberapa hal tersebut masih dianggap minim 

Seperti 

 

1. Meningkatkan keterampilan anak dalam membuat kerajinan 

tangan serta keterampilan, beberap anak diajar dalam 

melakukan keterampilan khusus sebagai bagian dari 

memulihkan perilaku anak yang menyimpang serta membentuk 

karakter anak kedepanya, namun dalam pembentukan karakter 

anak dari segi keterampilan yang dihasilkan oleh anak amasih 

terkendala dari segi pemberdayaan hasil karya anak sehingga 

motivasi anak masih dianggap minim untuk dibangun 

2. Melakukan pelatihan secara teori 

 

Dalam rangka memnuhi kebutuhan anak dari segi ilmu 

pengetahuan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Gorontalo 

berupaya memenuhi kebutuhan anak dari segi ilmu 

pengetahuan anak baik pendidikan formal maupun dari segi 

pengetahuan tentang agama guna membangun imajinasi dan 

pengetahuan anak 
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kedepanya, namun hal ini masih dianggap masih minim 

pelaksanaanya karena masih kurangnya sumber daya manusia 

yang terlibat sesuai dengan kemapuan bidangnya untuk 

memdidik anak 

Tentunya kejadian diatas ejalan dengan teori yang diugkapkan oleh s 

pola pembinaan orang memilki tiga fungsi yang sangat fital yaitu: 

1. Menyampaikan pengetahuan dalam bentuk informasi 

 

2. Memberikan pengetahuan guna  perubahan  dan  

pengembagan diri 

3. Melatih orang untuk mengembangkan keterampilan dan 

kecakapanya39 

Didalam Undang-Undang No 3 Tahun 1997 Mengenai Lapas Anak 

sebagaimana anak yang dibina didalam lapas dapat didefenisikan bahwa: 

Pasal 60 ayat (1) 

“Lapas anak adalah tempat pembinaan dan pendidikan bagi anak pidana 

anak negara, dan anak sipil”40 

Apabila dihubungkan antara pengertian pembinaan dan lapas anak 

sudah barang tentu kita dapat memberikan gambaran bahwa narapidana 

anak adalah seorang anak yang mendiami lapas guna mendapatkan 

pendidikan dan pembinaan untuk mengubah pribadi dan karakter anak 

 

 

 

 

 

39 Ibid hlm 18 
40 Undang-Undang No 3 Tahun 1997 Mengenai Lapas Anak 
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menjadi lebih baik kedepanya. Tentunya hal ini telah esuai dengan Hak 

untuk mendapatkan pendidikan pada Pasal 8 ayat 1 

“setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dan 

pengembagan pribadinya dan tingkat kecerdasasnya sesuai dengan bakatnya” 

             4.3.3  Sumber Daya Manusia (Tenaga Pendidik Khusus Anak) 

 
Menurut Harry E.Allen And  Clifford  E.  Simmonsen 

mengungkapkan bahwa ada dua penyebab anak melakukan tindak pidana 

atu berhadapan dengan hukum 

1. Perilaku anak yang nakal hal ini apabila  dilakukan  oleh  

orang yang dianggap sudah  dewasa  dianggap  bukan 

kejahatan (status offence) 

2. Perilaku anak yang dilakukan oeh orang dewasa akan  

dianggap sebagai kejahatan (juvenile deliquence)41 

Apabila kita melihat pendpat diatas menujukkan bahwa anak yang 

berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik yang berkaitan 

dengan tindak pidana baik itu anak sebagai  pelaku  maupun  sebagai  

korban maupun sebagai saksi, pelaku kejahatan maupun pelanggaran, 

namun apabila kita melihat pemberian saksi  anak  yang  berhadapan  

dengan hukum hanya sebatas pidana kurungan itupun adalah hal yang  

paling terkahir ditempuh bagi penegak hukum, namun dalam tindak 

 

41 Harry E. Allen and Clifford E. Simmonsendalam Purniati, Mamik, Sri Supatmi, dan Ni Made 

Martini Tinduk, 2003, Correction in America An Introduction, Analisa Situasi Sistem Peradilan 

Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia, Jakarta, UNICEF, hlm.2 



59 
 

 

 

 

 

 

pidana anak belum mengenai mengenai hukum mati itulah  yang  

mebedakan antara tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa dan 

seorang anak.42 

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan penulis telah ditemukan 

beberapa data bahwa dalam pembinaan anak dalam apas masih dianggap 

kurang tenaga yang akan membantu dalam proses pemulihan karakter anak 

khsusnya psikolog masih dianggap sulit untk ditemukan serta ada juga 

beberapa kendala bahwa anak yang mengalami trauma masih dalam tekanan 

kasus hukum yang dihadapinya masih dianggap sangat sulit untuk memenuhi 

sumber daya manusia yang mampu untuk memberikan pendampigan 

terhadap anak 

Maka dari itu Lembaga Pembinaan Khusus Anak Gorontalo telah 

bekerjasama dengan beberapa lembaga lembaga bantuan hukum serta 

lembaga yang bergerak dibidang perlindugan anak turut serta dalam 

emndampingi anak sebagai bagian dari pengabdian terhadap negara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/16132/BAB%20II.pdf?sequence=3&isA 

llowed=y diakses pada hari senin 21 oktober 2019 pukul 22.00 wit 

http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/16132/BAB%20II.pdf?sequence=3&isAllowed=y
http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/16132/BAB%20II.pdf?sequence=3&isAllowed=y
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BAB V 

PENUTUP 

                5.1 Kesimpulan 

 

1. Berdasarkan hasil penelitian yang ditemukan dilapangan mengenaia 

Efektivitas Pembinaan anak dialaps Kelas II A gorontalo telah ditemukan 

dua yaitu mengenai teknis Pelaksanaan Pembinaan Anak yang seharusnya 

sesuai dengan mandat undang-undang dan kebutuhan anak serta tahapan 

Pembinaan Pendidikan Anak harus dipenuhi karena hal ini akan membentuk 

pola dan karakter anak apabila telah selesai dalam menjalani masa tahapan 

narapaidana anak kedepanya 

2. Mengenai Faktor Penghambat dalam pembinaan anak dialaps kelas II A 

gorontalo telah ditemukan beberapa faktor seperti Sarana Dan Prasarana 

yang masih belum memadai serta upaya Pemberdayaan Anak Belum 

Dilakukan Sepenuhya karena masih minimnya imu pengetahuan anak dan 

hasil yang dihasilkan masih dianggap belum memadai dan Sumber Daya 

Manusia (Tenaga Pendidik Khusus Anak) masih minim bahkan beberapa 

kategori masih sulit ditemukan dalam membentuk karakter anak 
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           5.2 Saran 

 

1. Sebagai saran dalam penelitian ini sebaiknya lapas anak harus betul- 

betul sesuai dengan kebutuhan anak yang memadai dan bisa 

dianggap sebagai lingkungan yang rmaah bagi anak sehingga anak 

dalam mendapatkan pembinaan didalam lapas betul-betul terlepas 

dari beban pemikiran sebagai terpidana 

2. Sebagai saran bagi pemerintah daerah maupun pemerintah pusat 

dalam rangka pembinaan anak narapidana masih perlu ditngkatkan 

sumber daya manusia yang memberikan pelatihan dan pendidikan 

didalam lapas 
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